
BUPATI KEPULAUAN SULA 

PROVINS! MALUKU UTARA 

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULA 

NOMOR 06 TAHUN 2022 

TENTANG 

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA 

KABUPATEN KEPULAUAN SULA DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA 

DESA TAHUN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPULAUAN SULA, 

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat 1) Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa 

untuk setiap Desa; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

Kepulauan Sula tentang Tata Cara Pembagian dan 

Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten 

Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2022; 



Mengingat: 1 .  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, 

Korupsi dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;  

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten 

Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, 

Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di 

Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 2 1 ,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4264); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambah= n Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-U ndang Nomor 0 1  Tahun 2004 ten tang 

Perbendaharaan Negara Lembaga Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5 . Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 ten tang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung J awab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunaan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 ,  Tambahan 

Lembran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ) ;  

7 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Repu blik Indonesia Nomor 4438); 



8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;  

10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Undanh-undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang 

Pemerinatahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

1 1 .  Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan 

atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

183); 

12 .  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan 

Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi 

ancaman yang membahayakan perekonomian 

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6485) 

13 .  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 

ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 



14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinanaan dan pengawasan penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6041) ;  

15 .  Peraturan Pemerintah Nomor 1 1  Tahun 2019 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang 

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321 ) ;  

16.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 6322); 

17.  Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang 

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 260); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6 1 1 ) ;  

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015  Ten tang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 157) ;  

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781 ) ;  

2 1 .  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07 /2020 

tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah 

dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk mendukung 

penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 

19) dan Pemulihan ekonomi Nasional (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 866); 



Menetapkan 

22. Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 Tentang 

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Serita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961 ) ;  

23.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 

tentang Pengelolaan Dana Desa (Serita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 2 

Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 4 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan Dan Susunaan Perangkat Daerah Kabupaten 

Kepulauan Sula (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan 

Sula Tahun 2018 nomor 2 ) ;  

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 01  

Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2022 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2022 

Nomor 01  ) ;  

26. Instruksi Bupati Kepulauan Sula Nomor 1 Tahun 2020 

Tentang Tindak Lanjut Pencegahan Corona Virus Disease 

2019(Covid)-19 di Kabupaten Kepulauan Sula; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULA TENTANG 

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN 

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN 

KEPULAUAN SULA DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA 

DESA TAHUN ANGGARAN 2022; 



BAB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui 

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan 

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 

masyarakat. 

3) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 

dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; 

4) Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam 

Negeri. 

5) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat 

APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

6) DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat desa Kepulauan Sula yang 

membidangi urusan pengelolaan Keuangan Desa 

7) Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa 

adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu 

didesa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi Dampak 

Ekonomi akibat adanya pandemi Corona Viru.s Disease 2019 (  Covid-19) 



BAB I I  

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA 

Pasal 2 

Rincian Dana Desa setiap desa di Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 

2022 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan: 

a. Alokasi Dasar; 

b. Alokasi Afirmasi; 

c. Alokasi Kinerja; dan 

d. Alokasi Formula 

Pasal 3 

1) Pagu Alokasi Dasar dihitung sebesar 65°/o (enam puluh lima persen) dari 

anggaran Dana Desa secara proporsional dibagi kepada setiap Desa 

berdasarkan klaster jumlah penduduk. 

2) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  

ditetapkan: 

a. Rp.415.978.000,00 (empat ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh 

puluh delapan ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 

sampai dengan 100 ( seratus) jiwa; 

b. Rp.478.334.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus 

tiga puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 

101  (seratus satu) sampai dengan 500 (lima ratus) jiwa; 

c. Rp.540. 725.000,00 (lima ratus empat puluh juta tujuh ratus dua 

puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 501 (lima 

ratus satu) sampai dengan 1 .500 (seribu lima ratus) jiwa; 

d. Rp.603.117.000,00 (enam ratus tiga juta seratus tujuh belas ribu 

rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 1 .501 (seribu lima ratus 

satu) sampai dengan 3 .000 (tiga ribu) jiwa; 

e. Rp.665.508.000,00 (enam ratus enam puluh limajuta lima ratus 

delapan ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 3.001 (tiga 

ribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa; 

f. Rp727.900.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuhjuta sembilan ratus 

ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu 

satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan 



g. Rp790.291 .000,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta dua ratus 

sembilan puluh satu ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 

di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa. 

Pasal 4 

1) Pagu Alokasi Afirmasi dihitung sebesar 1 o/o (satu persen) dari anggaran 

Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa 

sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. 

2) Alokasi Afirmasi untuk setiap Desa dihitung dengan menggunakan rumus: 

AA Desa = (0,01 x DD) / {(2 x DST) + ( 1 x DT)} 

Keterangan: 

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa 

DD = Pagu Dana Desa nasional 

DST = Jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki 

jumlah penduduk miskin tinggi 

DT = Jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah 

penduduk miskin tinggi 

3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah 

penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi 

setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki 

jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi 

Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

5) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat 

(4) ditetapkan: 

a. Rpl 19.423.000,00 (seratus sembilan belas juta empat ratus dua 

puluh tiga ribu rupiah) untuk Desa tertinggal; dan 

b. Rp238.847.000,00 (dua ratus tiga puluh delapanjuta delapan ratus 

empat puluh tujuh ribu rupiah) untuk Desa sangat tertinggal. 



6) Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dan ayat (4) merupakan Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal 

yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada 

kelompok Desa pada desil ke 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 

(sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat 

Jenderal Perimbangan Keuangan. 

7) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 

menetapkan rincian Alokasi Afirmasi per Desa setiap kabupaten/kota. 

Pasal 5 

1) Pagu Alokasi Kinerja dihitung sebesar 4o/o (empat persen) dari anggaran 

Dana Desa dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik. 

2) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

merupakan Desa yang dipilih secara proporsional berdasarkan jumlah 

Desa pada setiap kabupaten/kota, dengan ketentuan: 

a. 17% (tujuh belas persen) untuk kabupaten/kota dengan jumlah 

Desa 1 (satu) sampai dengan 51  (lima puluh satu) Desa; 

b. 16% (enam belas persen) untuk kabupaten/kota dengan jumlah 

Desa 52 (lima puluh dua) sampai dengan 100 (seratus) Desa; 

c. 15°/o (lima belas persen) untuk kabupaten/kota dengan jumlah Desa 

101  (seratus satu) sampai dengan 400 (empat ratus) Desa; 

d. 14% (empat belas persen) untuk kabupaten/kota dengan jumlah 

Desa 401 (empat ratus satu) sampai dengan 500 (lima ratus) Desa; 

dan 

e. 13°/o (tiga belas persen) untuk kabupaten/kota dengan jumlah Desa 

lebih dari 500 {lima ratus satu) Desa. 

3) Penilaian kinerja Desa terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat {2), 

berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja. 

4) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: 

a. bukan Desa penerima Alokasi Afirmasi; 

b. Desa berstatus berkembang, maju, atau mandiri; dan 

c. Desa yang melaksanakan BLT Desa pada tahun anggaran 2020. 



5) Kriteria Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dikecualikan 

untuk Desa berstatus berkembang, maju, atau mandiri pada 

kabupaten/kota yang memiliki jumlah Desa dengan status berkembang, 

maju, atau mandiri lebih sedikit jumlah desa calon penerima Alokasi 

Kinerja. 

6) Kriteria Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dikecualikan 

untuk Desa yang melaksanakan BLT Desa pada tahun anggaran 2020 

pada daerah kabupaten/kota memiliki jumlah Desa yang melaksanakan 

BLT Desa lebih sedikit darijumlah Desa calon penerima Alokasi Kinerja. 

7) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat {3) terdiri atas indikator 

wajib dan indikator tambahan. 

8) Indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikelompokkan dalam 

4 (empat) kategori dengan bobot, yaitu: 

a. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20o/o (dua puluh persen), 

terdiri atas: 

1 .  perubahan rasio pendapatan asli Desa terhadap total pendapatan 

APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan 

2 .  rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap 

total belanja bidang APBDes dengan bobot 50°10 (lima puluh 

persen); 

b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri 

atas: 

1 .  persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan 

sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan 

bobot 55°10 (lima puluh lima persen); dan 

2 . persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola 

dengan bobot 45% (empat puluh lima persen); 

c. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25°10 (dua puluh lima 

persen), terdiri atas: 

1 .  persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% 

(lima puluh persen); dan 

2. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima 

puluh persen); dan 

d. capaian basil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima 

persen), terdiri atas: 



1 .  perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga 

puluh persen); 

2. perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan bobot 

30o/o (tiga puluh persen); 

3. status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10°/o 

(sepuluh persen); dan 

4. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30°/o (tiga 

puluh persen). 

9) Indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikelompokkan 

dalam 4 (empat) kategori, yaitu: 

a. pengelolaan keuangan Desa, terdiri atas: 

1 .  penetapan Peraturan Desa mengenai APBDes tahun anggaran 

2021 secara tepat waktu; 

2. keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana pembangunan 

jangka menengah Desa tahun anggaran 2021 ;  

3. keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana kerja Pemerintah 

Desa dan perubahannya tahun anggaran 2021 ;  

4. keberadaan dokumen rencana anggaran kas Desa pada tahun 

anggaran 2021;  

5. alokasi belanja untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala 

Desa, perangkat Desa dan badan permusyawaratan Desa tidak 

melebihi 30% (tiga puluh persen) dari belanja APBDes tahun 

anggaran 2020; dan/ atau 

6. ketersediaan infografis atau media informasi lainnya tentang 

APBDes tahun anggaran 2020; 

b. pengelolaan Dana Desa, terdiri atas: 

1 .  persentase belanja BLT Desa terhadap total Dana Desa tahun 

anggaran 2020; 

2. persentase belanja untuk peningkatan kualitas hidup 

masyarakat Desa terhadap total Dana Desa tahun anggaran 

2020; 

3. persentase belanja atau pembiayaan untuk penyertaan modal 

pada badan usaha milik Desa terhadap Dana Desa tahun 

anggaran 2020; 



4. persentase belanja untuk penanganan pandemi Corona Virns 

Disease 2019 (COVID-19) diluar dari BLT Desa terhadap Dana 

Desa tahun anggaran 2020; 

5. persentase belanja untuk padat karya tunai Desa terhadap 

Dana Desa tahun anggaran 2020; persentase belanja untuk 

penanganan stunting terhadap Dana Desa tahun anggaran 

2020; 

6. persentase belanja untuk ketahanan pangan dan hewani 

terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020; dan/ atau 

7. persentase belanja untuk teknologi informasi dan komunikasi 

terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020; 

c. capaian keluaran Dana Desa, terdiri atas: 

1 .  jumlah tenaga kerja dari Desa setempat yang dilibatkan dalam 

pembangunan Desa dari Dana Desa tahun anggaran 2020; 

dan/atau 

2. jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun anggaran 

2020;dan 

d. capaian hasil pembangunan Desa, terdiri atas: 

1 .  Ketersediaan produk inovasi Desa pada tahun anggaran 2020; 

2. besaran kontribusi badan usaha milik Desa untuk pendapatan 

asli Desa pada APBDes tahun anggaran 2020; 

3. status Desa yang stop buang air besar sembarangan pada tahun 

anggaran 2020; dan/ atau 

4. jumlah ketercapaian pelaksanaan pembangunan berkelanjutan 

Desa pada tahun anggaran 2021 .  

10) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 

melakukan penilaian kinerja Desa berdasarkan kriteria utama 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan kriteria kinerja berupa 

indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (8). 

1 1 )  Kabupaten/kota dapat melakukan penilaian kinerja Desa dengan 

menggunakan kriteria kinerja berupa indikator tambahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (9). 

12) Bobot hasil penilaian kinerja Desa oleh kabupaten/kota dalam penilaian 

indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan 

paling tinggi 25°1<> (dua puluh lima persen) dari total penilaian kinerja 

Desa, dengan ketentuan: 



a. kabupaten/kota yang menggunakan indikator tambahan sebanyak 

1 (satu) sampai dengan 5 (lima) indikator, diberikan bobot penilaian 

sebesar 15°/o (lima belas persen); 

b. kabupaten/kota yang menggunakan indikator tambahan sebanyak 

6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) indikator, diberikan bobot 

penilaian sebesar 20% (dua puluh persen); dan 

c. kabupaten/kota yang menggunakan indikator tambahan lebih dari 

10 (sepuluh) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 25°/o (dua 

puluh lima persen). 

13) Hasil penilaian kinerja Desa yang dilakukan oleh kabupaten/kota 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 1 )  disampaikan kepada Kementerian 

Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 

tanggal 5 November. 

14) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penggabungan 

atas hasil penilaian kinerja Desa oleh Kementerian Keuangan c.q. 

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 10) dan hasil penilaian kinerja Desa yang dilakukan oleh 

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat ( 13 ) .  

15) Penilaian kinerja Desa dilakukan sepenuhnya oleh Kementerian 

Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dalam hal: 

a. kabupaten tidak melakukan atau tidak menyampaikan hasil 

penilaian kinerja Desa; 

b. hasil penilaian oleh kabupaten diterima oleh Direktorat Jenderal 

Perimbangan Keuangan setelah tanggal 5 November; 

c. skor hasil penilaian oleh kabupaten/kota terdapat nilai kurang dari 

0 (nol) atau lebih besar dari 100 (seratus]; atau 

d. hasil penilaian oleh kabupaten/kota tidak sesuai dengan standar 

penilaian dalam kertas kerja. 

16) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 

menetapkan rincian Alokasi Kinerja per Desa setiap kabupaten. 



Pasal 6 

1) Pagu Alokasi Formula dihitung sebesar 30°/o (tiga puluh persen) dari 

anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indikator: 

a. jumlah penduduk dengan bobot lOo/o (sepuluh persen); 

b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen); 

c. luas wilayah Desa dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan 

d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40% (empat puluh persen). 

2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

dihitung dengan menggunakan rumus: 

AF Desa = {(O, 10 x Zl) + (0,40 x Z2) + (0, 10 x Z3) + (0,40 x Z4)} x AF 

Keterangan: 

AF Desa 

Zl 

penduduk Desa 

Z2 

= Alokasi Formula setiap Desa 

= Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total 

= Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa 

terhadap total penduduk miskin Desa 

Z3 

wilayah Desa 

Z4 

AF 

= Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas 

= Rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa 

= Alokasi Formula nasional 

3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah 

penduduk miskin Desa dan IKG Desa. 

4) Dalam hal terdapat data jumlah penduduk miskin Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) lebih besar dari data jumlah penduduk yang 

digunakan dalam pengalokasian Dana Desa tahun anggaran 2022, 

dilakukan penyesuaian data jumlah penduduk miskin Desa menjadi 

sebesar jumlah penduduk yang digunakan dalam pengalokasian Dana 

Desa tahun anggaran 2022. 

5) Dalam hal terdapat data luas wilayah Desa melebihi 999 km2 (sembilan 

ratus sembilan puluh sembilan kilometer persegi), dilakukan penyesuaian 

data luas wilayah Desa menjadi sebesar 999 km2 (sembilan ratus sembilan 

puluh sembilan kilometer persegi). 



6) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 

menetapkan rincian Alokasi Formula per Desa setiap kabupaten. 

Pasal 7 

1) Dalam hal hasil penghitungan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi 

Kinerja tidak terbagi habis untuk setiap Desa, sisa penghitungan Alokasi 

Dasar, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Kinerja dialihkan untuk menambah 

Alokasi Formula. 

2) Dalam hal hasil penghitungan Alokasi Formula setiap Desa tidak terbagi 

habis, sisa penghitungan Alokasi Formula diberikan kepada Desa yang 

mendapat Dana Desa terkecil. 

Pasal 8 

1) Dana Desa setiap Desa ditetapkan berdasarkan penjumlahan Alokasi 

Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja, dan Alokasi Formula sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10. 

2) Alokasi Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dihitung berdasarkan 

penjumlahan alokasi Dana Desa setiap Desa pada Daerah kabupaten/kota 

bersa ngkutan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) .  

3) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 

menyampaikan informasi alokasi Dana Desa menurut Daerah 

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui laman 

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 

Pasal 9 

1) Sumber data dalam pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 dilaksanakan dengan ketentuan: 

a. data jumlah Desa, data nama dan kode Desa, serta data jumlah 

penduduk bersumber dari Kementerian Dalam Negeri; 

b. data status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal bersumber dari 

data indeks Desa membangun yang diterbitkan oleh Kementerian 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 

c. data angka kemiskinan Desa menggunakan data jumlah penduduk 

miskin Desa bersumber dari Kementerian Sosial; dan 



d. data tingkat kesulitan geografis Desa menggunakan IKK Daerah 

kabupaten/kota dan data luas wilayah Desa bersumber dari Badan 

Pusat Statistik. 

2) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak tersedia, 

terdapat anomali data, dan/ atau data tidak memadai, penghitungan 

rincian Dana Desa setiap Desa dapat menggunakan: 

a. data yang digunakan dalam pengalokasian tahun sebelumnya; 

b. rata-rata data Desa dalam satu kecamatan dimana Desa tersebut 

berada; 

c. data hasil pembahasan dengan kementerian negara/lembaga yang 

berwenang;dan/atau 

d. data yang digunakan dalam pengalokasian tahun sebelumnya dengan 

penyesuaian. 

3) Hasil pembahasan dengan kementerian negara/ lembaga sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui rekonsiliasi data dengan 

kementerian negara/lembaga dan dituangkan dalam berita acara 

rekonsiliasi. 

4) Jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf a tercantum 

dalam Undang-Undang mengenai APBN. 

Pasal 10 

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kepulauan 

Sula Tahun Anggaran 2021 dan skema penyaluran sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

BAB III 

PENYALURAN DANA DESA 

Pasal 1 1  

1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD. 

2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dilakukan melalui 

pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana 

hasil pemotongan dana desa ke RKD. 



3) pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana 

hasil pemotongan dana desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindah bukuan Dana Desa 

dari Bupati Kepulauan Sula. 

4) Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dilakukan 

dalam (3) tahap , dengan ketentuan : 

a. tahap I sebesar 40°/o (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa 

setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan 

Juni; 

b. tahap II sebesar 40°/o (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa 

setiap Desa paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan 

Agustus; dan 

c. tahap III sebesar 20°/o (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap 

Desa paling cepat bulan Juni. 

5) Pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan 

ayat (4) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa selama 

12 (dua belas) bulan. 

6) Dalam hal kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) lebih kecil dari besaran Dana Desa untuk BLT Desa yang 

ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun 

anggaran 2022, Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

disalurkan paling tinggi sebesar 60°/o (enam puluh persen) dari pagu Dana 

Desa setiap Desa. 

Pasal 12 

1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi 

Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran 

dari Bupati Kepulauan Sula secara lengkap dan benar sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 1  ayat (4), dengan ketentuan: 

a. tahap I berupa: 

1 .  peraturan Desa mengenai APBDes; dan 

2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; 

b. tahap II berupa: 

1 .  laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa 

tahun anggaran 2021 ;  dan 



2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa 

tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah 

sebesar 50o/o (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran 

menunjukkan paling rendah sebesar 35°/o (tiga puluh lima persen) 

dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan 

c. tahap III berupa: 

1 .  laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa 

sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi 

penyerapan paling rendah sebesar 90o/o (sembilan puluh persen) 

dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah 

sebesar 75°/o (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II 

yang telah disalurkan; dan 

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun 

anggaran 2021 .  

2) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

dengan ketentuan: 

a. tahap I paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Juni berakhir; 

b. tahap II paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Agustus 

berakhir; dan 

c. tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

3) Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2021 ,  selain 

persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf b dan 

ayat (3) huruf b ditambahkan perekaman realisasi jumlah keluarga 

penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas tahun 

anggaran 2021 .  

4) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2021 

selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1 )  huruf b clan ayat (2) huruf b, ditambahkan dokumen 

persyaratan berupa peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa 

mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang 

memenuhi kriteria atau anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk 

pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah 

ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana Desa berdasarkan 

peraturan bu pati mengenai rincian Dana Desa setiap Desa. 



5) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa 

pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf a 

angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat 

penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali 

disertai dengan daftar RKD. 

6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf b angka 2 

dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian 

keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa. 

7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 ,  disusun 

sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, 

volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran. 

8) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah 

oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan 

urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat 

Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa. 

9) Pimpinan organisasi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(8) ditunjuk oleh Bupati. 

10) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 ) ,  dan ayat {9) disampaikan dalam bentuk dokumen digital 

( softcopy). 

1 1 )  Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diolah 

dan dihasilkan melalui aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan 

dan anggaran negara. 

Pasal 13 

1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa disalurkan dengan ketentuan: 

a. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan 

ketiga: 

1 .  memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 

ayat ( 1 )  huruf a; 



2. melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan 

kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk 

penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 13 

Mei 2022; 

3. melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak 

salur tiap-tiap bulannya; 

4. menyampaikan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala 

Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa; 

dan 

5. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan 

bulan ketiga diajukan paling cepat bulan Januari 2022; dan 

b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan 

kedua belas dilakukan oleh Bupati setelah melakukan penandaan 

pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya, 

dengan ketentuan: 

1 .  Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan 

keenam disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi 

jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima 

pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga; 

2. permintaan penyaluran BLT Desa bulan keempat sampai dengan 

bulan keenam diajukan paling cepat bulan April 2022; 

3. Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan 

kesembilan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman 

realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima 

pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan 

keenam; 

4. permintaan penyaluran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan 

bulan kesembilan diajukan paling cepat bulan Juli 2022. 

5. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan 

bulan kedua belas disalurkan setelah Bupati melakukan 

perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah 

menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan 

bulan kesembilan; dan 

6. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan 

bulan kedua belas diajukan paling cepat bulan Oktober 2022. 



2) Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu dan 

penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan melalui aplikasi online monitoring 

sistem perbendaharaan dan anggaran negara. 

3) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan diperoleh dari hasil 

perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa yang 

direkam dalam aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan 

anggaran negara dengan besaran BLT Desa setiap bulannya. 

4) Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan 

bulan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf a dapat 

disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 1  ayat (4) huruf a sepanjang telah memenuhi 

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) .  

5) Bupati wajib melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima 

manfaat untuk bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas paling 

lambat hari kerja terakhir bulan Desember 2022. 

6) Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sampai dengan 

bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi 

persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2023. 

Pasal 14 

Kepala Desa bertanggung jawab atas: 

a. ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan 

kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; dan 

b. kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat 

BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat ( 1 ) .  

Pasal 15  

1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat ( 1 ) ,  kepala Desa 

menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, secara 

lengkap dan benar dengan ketentuan: 

a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes; 

b. tahap II berupa: 



1 .  laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa 

tahun anggaran 2021 ;  dan 

2 .  laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa 

tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah 

sebesar 50°/o (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran 

menunjukkan paling rendah sebesar 35o/o (tiga puluh lima persen) 

dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan 

c. tahap III berupa: 

1 .  laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa 

sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi 

penyerapan paling rendah sebesar 90°/o (sembilan puluh persen) 

dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah 

sebesar 75°/o (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II 

yang telah disalurkan; dan 

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun 

anggaran 2021 .  

2) Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2021 selama 12 (dua 

belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 )  huruf b ditambahkan data realisasi pembayaran BLT Desa bulan 

kesatu sampai dengan bulan kedua belas. 

3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf b angka 2 

dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan 

rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa. 

4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 ,  serta ayat (2) 

huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, 

kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara 

pengadaan, dan capaian keluaran. 

5) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum 

memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan permintaan 

perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran. 

6) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu 

pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. 



Pasal 16 

1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan: 

a. dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 12 ayat ( 1 )  dan ayat (3); dan 

b. dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ,  sampai dengan berakhirnya 

tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana 

Desa di RKUN. 

2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak dapat 

disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya. 

BAB IV 

PENGGUNAAN DANA DESA 

Pasal 17 

1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan 

prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk: 

a. program perlindungan sosial berupa BLT Desa; 

b. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan 

c. kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

di Desa. 

2) Besaran Dana Desa yang digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sesuai dengan Peraturan Presiden 

mengenai rincian APBN tahun anggaran 2022. 

Pasal 18 

1) BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat ( 1 )  huruf a 

diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria 

sebagai berikut: 

a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa 

bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang 

termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem; 

b. kehilangan mata pencaharian; 

c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis; 



d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang 

terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/ atau dari APBN; 

e. keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Vims Disease 

2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau 

f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia. 

2) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1 )  merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk 

kebutuhan pembelian pupuk. 

3) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

ditetapkan dengan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa. 

4) Peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat: 

a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat; 

b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok 

pekerjaan; dan 

c. jumlah keluarga penerima manfaat. 

5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  ditetapkan 

sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama 

sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat. 

6) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan 

mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) 

bulan secara sekaligus. 

7) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan 

kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 13 ayat ( 1) huruf a angka 2 ,  pembayaran atas selisih 

kekurangan BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas 

menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan. 

8) Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua sampai dengan 

bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah keluarga penerima 

manfaat BLT Desa bulan kesatu. 

9) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (8) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria 

keluarga penerima manfaat, kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga 

penerima manfaat yang baru. 



10) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT 

Desa dan/atau penambahanjumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa, 

perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam peraturan 

kepala Desa atau keputusan kepala Desa. 

Pasal 19 

1) Pemerintah Desa menganggarkan kegiatan ketahanan pangan dan hewani 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat ( 1 )  huruf b dalam APBDes. 

2) Pemerintah Desa melakukan penyesuaian kegiatan ketahanan pangan dan 

hewani sesuai dengan karakteristik dan potensi Desa. 

Pasal 20 

1) Penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 32 ayat ( 1 )  huruf c, dilakukan melalui pos komando 

penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19) di tingkat 

Desa atau pos jaga di Desa. 

2) Pos komando penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19) 

atau posjaga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  memiliki fungsi: 

a. pencegahan; 

b. penanganan; 

c. pembinaan; dan 

d. pendukung pelaksanaan penanganan Corona 

2019 (COVID-19) di tingkat Desa. 

3) Rincian kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 

19) termasuk pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan 

masyarakat mikro di Desa yang dilaksanakan oleh Desa berdasarkan 

fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

4) Pemerintah Desa dapat melakukan penyesuaian anggaran dukungan 

pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat ( 1 )  huruf c , dengan 

memperhatikan tingkat kasus Corona Virus Disease 2019 (  COV JD-19) yang 

ditetapkan oleh satuan tugas Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

setempat paling cepat 3 (tiga) bulan setelah Pemerintah Desa 

menganggarkan dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) . 

Virus Disease 



5) Hasil penyesuaian dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas 

Desa. 

Pasal 2 1  

Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai 

dengan Pasal 20 berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 

Pasal22 

1) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada 

petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati Kepulauan Sula. 

2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara 

swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan 

diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat 

Desa setempat. 

Pasal 23 

1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 7 ayat ( 1 ) .  

2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pendampingan atas 

penggunaan Dana Desa. 

BABV 

SANKS I 

Pasal 24 

1) Dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa: 

a. kepala Desa dan/ atau perangkat Desa melakukan penyalahgunaan 

Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau 

b. Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status 

hukum, dan/ atau status keberadaan Desa, 

c. Bupati dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa non BLT 

Desa tahun anggaran berjalan dan/ atau tahun anggaran berikutnya. 

2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum 

penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan kepala Desa dan/ a tau 

perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf a. 



3) Dalam hal berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

kepala Desa dan/atau perangkat Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, 

bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana 

Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan 

Keuangan. 

4) Penghentian penyaluran Dana Desa non BLT Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) dilaksanakan berdasarkan: 

a. surat permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); 

a tau 

b. surat rekomendasi dari kementerian negara/lembaga terkait dan/ atau 

bupati atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  

hurufb. 

5) Penghentian penyaluran Dana non BLT Desa berdasarkan surat 

permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau 

surat rekomendasi dari kementerian negara/lembaga terkait dan/ atau 

bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai 

penyaluran Dana Desa non BLT Desa tahap beriku tnya setelah surat 

dimaksud diterima. 

6) Dalam hal surat permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III atau Dana Desa 

tahap II untuk Desa berstatus Desa mandiri tahun anggaran berjalan 

disalurkan, penyaluran Dana Desa non BLT Desa untuk tahun anggaran 

2023 dihentikan. 

7) Penghentian penyaluran Dana Desa nonBLT Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui naskah dinas Direktur 

Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal 

Perbendaharaan dan bupati atau kementerian negara/lembaga terkait. 

8) Dana Desa nonBLT Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD. 

Pasal 25 

1) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 24 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana 

Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian 

penyaluran Dana Desa tahun berjalan. 



2) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur J enderal Perimbangan 

Keuangan menenma surat permohonan pencabutan penghentian 

penyaluran Dana Desa dari bupati paling lambat tanggal 1 5  Juni tahun 

anggaran berjalan. 

3) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah terdapat 

pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, 

dan/atau putusan pengadilan yang mempunyal kekuatan hukum tetap. 

4) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 24 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan 

c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat 

rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari 

kementerian negara/lembaga terkait dan/ a tau bupati/wali kota paling 

lambat tanggal 15  Juni tahun anggaran berjalan. 

5) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau 

surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima setelah 

tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk 

tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebut 

telah dialokasikan. 

6) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan 

dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat rekomendasi 

dari kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

menerbitkan naskah dinas pencabutan penghentian penyaluran Dana 

Desa dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dan 

bupati atau kementerian negara/lembaga terkait. 

Pasal26 

1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan: 

a. BLT Desa se1ama 1 2  (dua be las) bu1an pada tahun anggaran 2 0 2 1 ;  

dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50�-;) (lima 

pu luh persen) dari penyaluran Dana Desa tahap I I  tahun 

anggaran 2022 di Juar kebutuhan Dana Desa untuk BLT 

Desa. 



2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a 

dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa 

khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima 

manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Desa tidak 

mencukupi untuk pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima 

manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana 

Desa berdasarkan peraturan bupati mengenai rincian Dana Desa setiap 

Desa. 

3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa atau 

keputusan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah kabupaten 

atau pejabat yang ditunjuk. 

4) Peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati kepada kepala KPPN 

selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui 

aplikasi online monitoring sistern perbendaharaan dan anggaran negara 

sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2022. 

5) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf b, 

dikecualikan dalam hal seluruh pembayaran tambahan BLT Desa didanai 

dari APBD dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota yang memuat daftar nama Desa yang sisa Dana Desanya 

tidak mencukupi untuk membayar tambahan BLT Desa. 

6) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani 

paling rendah oleh pimpman organrsasi perangkat Daerah yang 

menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpman 

orgarusasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemberdayaan masyarakat Desa. 

7) Pimpinan organisasi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(6) ditunjuk oleh bupati. 

Pasal 27 

1) Dalam hal Desa tidak menganggarkan BLT Desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 17 ayat ( 1 )  huruf a, selisih antara pagu anggaran Dana Desa 

untuk BLT Desa yang seharusnya dianggarkan dengan kebutuhan Dana 

Desa untuk BLT Desa yang telah dianggarkan, tidak disalurkan ke RKD. 



2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan penghitungan 

besaran selisih sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  setelah melakukan 

perekaman jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 13 ayat ( 1 )  huruf a angka 2. 

3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memberitahukan hasil 

penghitungan besaran selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang 

dihasilkan melalui aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan 

anggaran negara kepada kepala Desa. 

4) Menteri Keuangan dapat melakukan realokasi Dana Desa antarDesa dalam 

wilayah kabupaten/kota bersangkutan atas selisih sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1 ) ,  dalam hal terdapat kebijakan nasional dalam rangka 

mendukung: 

a. kegiatan penanganan kemiskinan ekstrem; 

b. program perlindungan sosial berupa BLT Desa; 

c. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan/atau 

d. kegiatan prioritas lainnya. 

5) Realokasi Dana Desa antar Desa dalam rangka mendukung kegiatan 

prioritas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, 

ditunjukkan dengan dokumen termasuk namun tidak terbatas pada 

risalah rapat. 

6) Dalam hal Menteri Keuangan melakukan realokasi Dana Desa antar Desa 

sebagaimana dimaksud ayat (4), Menteri Keuangan menyampaikan data 

total Dana Desa se-kabupaten yang tidak disalurkan ke RKD sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  kepada bupati. 

7) Berdasarkan data total Dana Desa se-kabupaten/kota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6) , Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

melakukan penghitungan realokasi Dana Desa untuk setiap Desa dan 

menyampaikan hasil penghitungan kepada Menteri Keuangan c .q. 

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 

8) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mempertimbangkan 

kebutuhan Desa dalam rangka mendukung kebijakan nasional 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 

9) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan paling 

lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Menteri Keuangan 

menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) . 



10) Dalam hal bupati tidak menyampaikan penghitungan realokasi Dana Desa 

untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9), penghitungan 

dilakukan sepenuhnya oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat 

Jenderal Perimbangan Keuangan. 

1 1 )  Hasil penghitungan realokasi Dana Desa untuk setiap Desa yang 

dilakukan oleh bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan/ atau basil 

penghitungan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat 

Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ,  

ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh 

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan. 

12) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 1 )  merupakan perubahan 

pagu Dana Desa setiap Desa. 

13) Perubahan pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 12 )  dapat berupa penambahan atau pengurangan pagu Dana Desa setiap 

Desa. 

14) Dalam hal Menteri Keuangan tidak melakukan realokasi Dana Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), total Dana Desa se-kabupaten/kota 

yang tidak disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

menjadi sisa Dana Desa di RKUN. 

15) Hasil penetapan realokasi Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 1 )  disalurkan ke RKD. 

Pasal 28 

1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selarna 12 (dua 

belas) bulan tahun anggaran 2022, dikenakan sanksi pemotongan Dana 

Desa sebesar 50o/o (lima puluh persen) dari penyaluran Dana Desa tahap II 

tahun anggaran 2023. 

2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dikecualikan bagi 

Desa yang tidak mendapatkan penyaluran Dana Desa tahun anggaran 

2022. 



BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal29 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan 
' 

Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah. 

Ditetapkan di Sanana 

Pada tan 1, 19 Januari 2022 

l'.>���/.fAUAN SULA, 
•'''�\ 

\:, 

' \ '  \ ,  \  

!  i  

'l 

MUS 

JABATAN PARAF l 
Plt. Sekretaris Daerah � 

-- 

Plt. Asisten Pemerintahan 

Plt. Kepala Dinas PMD } 

Diundangkan di Sanana 

Pada tanggal, 19 J anuari 2022 

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPAT� �PULAUAN SULA, 
\) 

FADILA rARIDIN 
SERITA D*RAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 
2022 NOMOR 06 

Salinan s suia dengan aslinya 

NIP.19800619 200312 2 0 0 5 :  



BAB VI 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal29 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah. 

Ditetapkan di Sanana 

Pada tanggal, 19 Januari 2022 

Diundangkan di Sanana 

Pada tanggal, /9 Januari 2022 

Plt.SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN K'PULAUAN SULA, 

MUS 

FAD ILA 

DERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 
2022 NOMOR 06 

Salinan sesuia dengan aslinya 

GIAN HUKUM, 

NIP.19800619 200312 2 005 



Lampiran I 
Peraturan Bupati Kepulauan Sula Nomor 06 Tahun 2022 Tentang 
Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kepulauan Sula dan Prioritas 
Pen zzunaan Dana Desa Tahun 2022 

NO DESA 
DANADESA 

PAGU 40% 20% 8% 
I SAN ANA 

.___ 
1--. 

--- 1 WAILAU 1.082.693.000 433.077.200 216.538.600 86.615.440 
2 PASTINA 687 .036.000 274.814.400 137.407.200. t---· 

54.962.880 
3 UMALOYA 737.458.000 294.983.200 147.491.600 58.996.640 
4 WAIIPA 1.001.247.000 400.498.800 200.249.400 80.099.760 
5 WAIHAMA 825.221.000 - 330.088.400 165.044.200 66.017.680 
6 FOG! 1.173.807.000 469.522.800 234.761.400 93.904.560 
7 FATCE 1.052.786.000 421.114.400 210.557.200 84.222.880 
8 FALAHU 704.030.000 281.612.000 140.806.000 56.322.400 
9 FAGUDU 1.023.304.000 409.321.600 204.660.800 81.864.320 
10 WAIBAU 748.819.000 299.527.600 149.763.800 59.905.520 

- -1--· --- 

- 
-------- 11  MANGON 1.091.207 .000 436.482.800 218.241.400 87.296.560 

-- 
·--- 

II SANANA UTARA 
-- 

-- 

1 POHEA 649.721.000 259.888.400 129.944.200 51.97?� 
2 FUKWEU 939.932.000 375.972.800 187 .986.400 75.194.560 
3 MALBUFA 657.242.000 262.896.800 131.448.400 52.579.360 
4 FOKALIK 662.266.000 264.906.400 132.453.200 52.981.280 
5 MANG EGA 697 .503.000 279.001.200 139.500.600 55.800.240 
6 BAJO 1.022.937.000 409.174.800 204.587.400 81.834.960 

,_7 WAI NIN 651.742.000 260.696.800 130.348.400 52.139.360 

-- 

III SULABESITENGAH 
·-- 

-- 

,__ 
----· --·--- --- -- 

� WAIBOGA 1.070.778.000 428.311.200 214.155.600 85.662.240 
2 SOAMOLE 707.256.000 282.902.400 141.451.200 56.580.480 

� WAIMAN 699.257.000 279.702.800 139.851.400 55.940.560 
.... 

4 FATIBA 778.915.000 311.566.000 155.783.000 62.313.200 
5 BEGA 737.676.000 295.070.400 147.535.200 59.014.080 
6 MAN AF 641.068.000 256.427.200 128.213.600 51.285.440 

IV SULABESI TIMUR 

- -- 

1 SALEHA 905.747.000 362.298.800 181.149.400 72.459.760 
··- 

2 SAMA 975.397 .000 390.158.800 195.079.400 78.031.760 
3 WAISEPA 615.086.000 246.034.400 123.017.200 49.206.880 

....±__ WAILIA 960.524.000 384.209.600 192.104.800 76.841.920 
FATKAUYON 

- 

5 1.009.562.000 403.824.800 201.912.400 80.?_�.960 
6 WAIGOYOFA 778.612.000 311.444.800 155.722.400 62.288.960 

v SULABESI BARAT 

---- 

1 KABAU PANTAI 1.062.393.000 424.957.200 212.478.600 84.991.440 
2 KABAU DARAT 726.977.000 290.790.800 145.395.400 58.158.160 
3 ONA 800.648.000 320.259.200 160.129.600 64.051.840 
4 WAIINA 751.840.000 300.736.000 150.368.000 60.147.200 

� J'IAHI 758.001.000 303.200.400 151.600.200 60.640.080 
6 PARATINA 705.848.000 282.339.200 141.169.600 56.467.840 

------- 

VI SULABESI SELATAN 
- ·----- 

1 FUATA 763.810.000 305.524.000 152.762.000 61.104.800 
-- 

2 WAIGAY 1.213.086.000 485.234.400 242.617.200 97.046.880 
3 SEK OM 758.616.000 303.446.400 151.723.200 60.689.280 
4 WAITAMUA 706.022.000 282.408.800 141.204.400 56.481.760 
5 WAINIB 740.491.000 296.196.400 148.098.200 59.239.280 

VII MANGOLI UTARA TIMUR 

1 WAISAKAl 1.153.953.000 461.581.200 230.790.600 92.316.2_'.'l:_Q_ 
,..._ .. I-- ---- 

2 PELITAJAYA 807.819.000 323.127.600 161.563.800 64.625.520 
-· 995.585.000 398.234.000 199.117.000 79.646.800 �- JSAWATA 

- --- 

4 WAI SUM 844.148.000 337.659.200 168.829.600 67.531.840 



VIII 11.ANGOLI TIMUR 

1 WAITINA 791.898.000 316.759.200 158.379.600 63.351.840 
2 KOU 724.904.000 289.961.600 144.980.800 57.992.320 
3 WAITAMELA 809.865.000 323.946.000 

-- 

161.973.000 64.789.200 
4 KRAMAT TITDOY 791.995.000 316.798.000 158.399.000 63.359.600 
5 NA FLO 713.327.000 235j30.800 142.665.400 57.066.160 

-· 
-- 

IX 11.ANGOLITENGAH 

1 MANGO LI 845.456.000 338.182.400 169.091.200 67.636.480 
2 ORIFOLA 744.252.000 297.700.800 148.850.400 59.540.160 
3 CAPALULU 733.894.000 293.557 .600 146. 778.800 58.711.520 
4 BARUAKOL 1.080.209.000 432.083.600 216.041.800 86.416.720 

- .  

5 WAILOBA 900.943.000 360.377.200 180.188.600 72.075.440 
6 WAITULIA 687.143.000 274.857.200 137.428.600 54.97!� 

- 

7 WAI-U 675.000.000 270.000.000 135.000.000 54.000.000 
·- 

8 PAS LAL 710.219.000 284.087.600 142.043.800 56.817.520 
- 

9 JERE 609.848.000 243.939.200 121.969.600 48.787.840 

>--- ·------ 

x 11.ANGOLI SELATAN 
- 

1 BUYA 743.213.000 297 .285.200 148.642.600 59.457.040 
2 AUPONHIA 956.769.000 382.707.600 191.353.800 76.541.520 
3 WAILAB 751.273.000 300.509.200 150.254.600 60.101.840 
4 KA PORO 821.072.000 328.428.800 164.214.400 65.685.760 

786.756.000 
- 

5 WAIKAFIA 314.702.400 157.351.200 62.940.480 

-- - 

XI 11.ANGOLI BARAT 
·- 

� 
-- 

1 DOFA 1.001.152.000 400.460.800 200.230.400 80.092.160 
2 PELITA 764.948.000 305.979.200 152.989.600 61.195.840 
3 LEKOKADAI 832.823.000 333.129.200 166.564.600 66.625.840 

- 

723.425.000 289.370.000 144.685.000 57.874.000 ._i_ LE KOS ULA 
PASIPA 

-- 

5 761.923.000 304.769.200 152.384.600 60.953.840 
6 LELYABA 694.466.000 277.786.400 138.893.200 55.557.280 

125.625.400 
- 

50.250.160 7 JO HOR 628.127.000 251.250.800 
1--- I- 

XII 11.ANGOLI UTARA 

1 FALABISAHAYA 1.045.651.000 418.260.400 209.130.200 83.652.080 
-- 

2 PAST ABU LU 999.816.000 399.926.400 199.963.200 79.985:� 
- 

3 MODAPIA 894.675.000 357.870.000 178.935.000 71.5?..±:Q22. 
4 MODAPUHI 760.518.000 304.207.200 152.103.600 60.841.440 

-- ------· 

658.522.000 263.408.800 131.  704.400 52.681.760 5 MODAPUHI TRANS 
·--- 

292.374.800 146.187.400 58.474.960 6 SANIAHAYA 730.937.000 
7 MINALULI 699.910.000 279.964.000 139.982.000 55.992.800 

78 64.152.995.000 25.661.198.000 12.830.599.000 5.132.239.600 



LAMPIRAN I I :  PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULA 

NOMOR 06 TAHUN 2022 

TANGGAL 

TENTANG 

JANUARI 2022 

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DANA DESA 

SETIAP DESA KABUPATEN KEPULAUAN SULA DAN 

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022 

PEDOMAN UMUM 

PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHON 2022 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan korban jiwa, 

dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada 

aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana 

Desa Tahun 2021 telah diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. 

Kegiatannya berupa Desa tanggap Covid 19, Padat Karya Tunai Desa, dan 

Bantuan Langsung Tonai Dana Desa. Selanjutnya, untuk memperkuat 

adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di Desa, penggunaan 

Dana Desa Tahun 2021 juga difokuskan untuk membiayai Desa Aman 

COVID-19 dan Padat Karya Tonai Desa (PKTD) untuk pemberdayaan 

ekonomi Desa melalui badan usaha milik desa. 

Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 tetap diarahkan pada jaring 

pengaman sosial, Desa Aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional 

yang mencakup sektor strategis nasional. Sektor strategis nasional antara 

lain meliputi komunikasi, pariwisata, pencegahan stunting, Desa inklusif, 

dan mitigasi dan penanganan bencana. 

B. Tujuan 

1 .  Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 untuk 

pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi 

dan penanganan bencana alam dan nonalam untuk mendukung 

pencapaian SDGs Desa. 



2. Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penetapan Prioritas 

Penggunaan Dana Desa, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan, 

pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa. 

C. Prinsip-Prinsip 

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip: 

1 .  Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan 

martabat manusia; 

2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan 

seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan; 

3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap 

keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk 

kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal; 

4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang 

lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan 

5. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa sebagaimana 

tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022 dengan tetap 

memperhatikan kewenangan Desa. 

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 

A. SDGs Desa 

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa 

adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup 

manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan 

kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, 

pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya 

alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan 

berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan 

saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi 

Desa di masa depan. 

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan 

oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan 

untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan 

SDGs Desa sebagai berikut: 



1 .  Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan 

SDGs Desa 1 :  Desa tanpa kemiskinan; dan SDGs Desa 2: Desa tanpa 

kelaparan. 

2. Desa ekonomi tumbuh merata 

SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata; SDGs Desa 9: 

infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan; SDGs Desa 10: 

desa tanpa kesenjangan; dan SDGs Desa 12 :  konsumsi dan produksi 

Desa sadar lingkungan. 

3. Desa peduli kesehatan 

SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera; SDGs Desa 6: Desa layak air 

bersih dan sanitasi; dan SDGs Desa 1 1 :  kawasan permukiman Desa 

aman dan nyaman. 

4. Desa peduli lingkungan 

SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan; SDGs Desa 13 :  

Desa tanggap perubahan iklim; SDGs Desa 14:  Desa peduli 

lingkungan laut; dan SDGs Desa 15 :  Desa peduli lingkungan darat. 

5. Desa ped uli pendidikan 

SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas. 

6. Desa ramah perempuan 

SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa. 

7. Desa berjejaring 

SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa. 

8. Desa tanggap budaya 

SDGs Desa 16:  Desa damai berkeadilan; dan SDGs Desa 18:  

kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. 

U paya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pan demi 

COVID-19 tidak mudah, karena itu penggunaan Dana Desa 2022 

diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 

SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; 

program prioritas nasional; dan mitigasi dan penanganan bencana alam 

dan nonalam. 

B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa 

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional 

sesuai kewenangan Desa meliputi: 



dan penggaraman, 

1 .  penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa 

kemiskinan, melalui: 

a. penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan 

sosial berupa Bantuan Langsung Tonai (BLT), pemberian 

jaminan sosial masyarakat miskin, usia lanjut, difabel. 

b. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pengembangan ekonomi 

lokal, penyediaan akses pekerjaan/Padat Karya Tunai Desa. 

c. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan 

meningkatkan/mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai 

kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan 

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa 

(Poskesdes), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), meningkatkan 

konektivitas antar wilayah Desa antara lain membangun jalan 

Desa, jalan usaha tani, jembatan sesuai kewenangan Desa. 

2. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas 

pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa 

bersama untuk mewujudkan ekonomi Desa tumbuh merata, 

mencakup: 

a. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik 

Desa bersama; 

b. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/ atau badan 

usaha milik Desa bersama; 

c. penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau 

badan usaha milik Desa bersama; dan 

d. pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/ atau badan 

usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada 

pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa 

dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 

1) pengelolaan hutan Desa; 

2) pengelolaan hutan adat; 

3) pengelolaan air minum; 

4) pengelolaan pariwisata Desa; 

5) pengolahan ikan (pengasapan, 

perebusan); 



6) pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah 

mangrove dan wisata edukasi); 

7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai; 

8) pelatihan pembenihan ikan; 

9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk 

perikanan;dan 

10) Pengelolaan sampah. 

e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, 

pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan 

usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama 

yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 

Musyawarah Desa. 

3. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif: 

a. bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan 

yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk 

unggulan Desa dan/atau perdesaan; 

b. bidang jasa serta usaha industri kecil dan/ a tau industri 

rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan 

pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan; 

c. bidang sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa 

dan/ atau perdesaan; 

d. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi 

perhutanan sosial; 

e. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan 

berkelanjutan; dan 

f. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha 

ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan 

kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 

C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa 

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai 

kewenangan Desa melipu ti : 

1 .  pendataan Desa 

a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa; 

b. pendataan pada tingkat rukun tetangga; 



c. pendataan pada tingkat keluarga; 

d. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan 

e. pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa 

dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 

2.  pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa 

a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa; 

b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan 

Desa; 

c. pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya 

yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam 

Musyawarah Desa. 

3. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi 

a. pengelolaan sistem informasi Desa berbasis aplikasi digital yang 

disediakan oleh Pemerintah; 

b. penyediaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi 

digital; dan 

c. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan 

komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi: 

1) tower untukjaringan internet; 

2) pengadaan komputer; 

3) smartphone; dan 

4) langganan internet. 

d. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai 

dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah 

Desa. 

4. pengembangan Desa wisata 

a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan 

sarana dan prasarana Desa wisata; 

b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan 

berbasis digital; 

c. pelatihan pengelolaan Desa wisata; 

d. pengelolaan Desa wisata; 

e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; 

dan 



f. pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa. 

5. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani 

a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, 

perhutanan, peternakan dan/atau perikanan; 

b. pembangunan lumbung pangan Desa; 

c. pengolahan pasca panen; dan 

d. penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 

6. Pencegahan stunting di Desa 

a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di Desa 

dengan menggunakan aplikasi digital electronic-Human 

Development Worker (e-HDW); 

b. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting 

melalui rumah Desa sehat; 

c. peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan 

pengasuhan anak melalui kegiatan: 

1) kesehatan ibu dan anak; 

2) konseling gizi; 

3) air bersih dan sanitasi; 

4) perlindungan sosial untuk peningkatan askes ibu hamil 

dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan 

dan administrasi kependudukan; 

5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan 

Anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB); 

6) upaya pencegahan perkawinan anak; 

7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah 

kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan 

Kebun (3K)dalam rangka penyediaan makanan yang sehat 

dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah. 

8) peningkatan kapasitas bagi Kader Pembangunan Manusia 

(KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak 

Usia Dini (PAUD); dan 

9) pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia 

(KPM), kader posyandu dan pendidik pada Pendidikan 

Anak Usia Dini (PAUD) yang menjadi kewenangan Desa; 



7. Pengembangan Desa inklusif 

a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan 

yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat 

terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok 

masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya; 

b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan 

kelompok marginal dan rentan; 

c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan; 

d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk 

membentuk kesalehan sosial di Desa; dan 

e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai 

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah 

Desa. 

D. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan 

kewenangan Desa 

Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk mitigasi dan 

penanganan bencana alam dan nonalam meliputi: 

1 .  Mitigasi dan penanganan bencana alam 

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 

prasarana sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/ atau 

kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang 

antara lain : 

a. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa; 

b. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa 

c. P3K untuk bencana; 

d. pembangunan jalan evakuasi; 

e. penyediaan penunjuk jalur evakuasi; 

f. kegiatan tanggap darurat bencana alam; 

g. penyediaan tempat pengungsian; 

h. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; 

1. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang 

terkena bencana alam; dan 

J. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya 

sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 

musyawarah Desa 



2. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam 

a. Desa Aman COVID 

1) Penggunaan Dana Desa untuk mendukung aksi Desa Aman 

COVID-19 antara lain:  

a) membentuk Pos Jaga Desa atau memberdayakan Pos Jaga 

Desa yang telah ada; 

b) sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan 

penerapan secara ketat protokol kesehatan; 

c) pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan Satgas 

COVID-19 Kabupaten/Kota bagi warga kurang mampu, 

serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam 

musyawarah Desa khusus/musyawarah Desa insidental; 

d) menyiapkan tempat CU Cl tangan dan/atau cairan 

pembersih tangan (hand sanitizer); 

e) melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai 

keperluan; 

f) menyiapkan dan/ atau merawat ruang isolasi Desa agar 

sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan; 

g) memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu 

yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah 

dan/ atau ruang isolasi Desa; 

h) melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan 

melaporkannya kepada Satuan Togas Penanganan COVID- 

19 Daerah; dan 

i) Mendukung operasional tugas Relawan Desa Aman 

COVID- 19 .  

2) relawan Desa Aman COVID-19 

Relawan Desa aman COVID-19 dengan struktur sebagai 

berikut: 

a) ketua: kepala Desa 

b) wakil: ketua badan permusyawaratan Desa 

c) anggota: 

'r perangkat Desa; 

, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

-,, kepala dusun atau yang setara; 

, ketua rukun warga; 



, ketua rukun tetangga; 

,,- pendamping lokal Desa; 

,- pendamping Program Keluarga Harapan (PKH); 

, pendamping Desa sehat; 

'r pendamping lainya yang berdomisili di Desa; 

';., bidan Desa; 

'> tokoh agama; ,, 

,. tokoh adat; 

,, tokoh masyarakat; 

,, karang taruna; 

'r Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan 

, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD). 

3) mitra: 

a) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban 

masyarakat (Babinkamtibmas); 

b) bintara pembina Desa (Babinsa); dan 

c) pendamping Desa. 

4) Tugas relawan Desa aman COVID-19: 

a) melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi 

kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan 

protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga 

jarak, mencuci tangan membatasi mobilitas atau 

pergerakan penduduk dan menghindari kerumunan; 

b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, 

serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit 

tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata 

keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai 

kebijakan terkait jarmg pengamanan sosial dari 

Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah 

maupun yang belum menerima; dan 

c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, 

menyediakan tempat cuci tangan dan/ atau cairan 

pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum. 

d) menyiapkan dan/ a tau merawat ruang isolasi Desa agar 

sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan. 



e) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, 

perlind ungan, serta pencegahanpenyebaran wabah dan 

penularan Corona Virus Disease (COVID-19); 

f) memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang 

mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di 

rumah dan/ atau ruang isolasi Desa; dan 

g) menyediakan informasi pen ting terkait dengan 

penanganan COVID-19 seperti nomor telepon rumah sakit 

rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain; 

3. bencana non alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan 

diputuskan melalui musyawarah Desa. 

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 

A. Kewenangan Desa 

1 .  Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan 

Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal 

U suldan Kewenangan Lokal Berskala Desa. 

2 .  Dalam hal Desa tidak memiliki peraturan Desa mengatur mengenai 

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan 

Lokal Berskala Desa, dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana 

Desa adalah peraturan bupati tentang daftar Kewenangan Desa 

Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

B. Swakelola 

1 .  Program dan/ atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus 

dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan 

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Nomor 2 1  Tahun 2020 tentang Pedoman Umum 

Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 

2. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat 

melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan tentang pengadaan barang danjasa di Desa. 



3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang didanai 

Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan 

kerjasama antar-Desa, dilaksanakan di Desa dan dilarang 

dikerjakan oleh penyedia barang/jasa. 

C. Padat Karya Tonai Desa 

1 .  Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan 

pola Padat Karya Tonai Desa (PKTD); 

2. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, 

Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, 

serta anggota masyarakat marginal lainnya; 

3. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50o/o (lima puluh persen) 

dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola 

PKTD; 

4. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari; 

5. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tonai Desa (PKTD) dikelola 

dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para 

pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, 

menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya 

minimum 2 (dua) meter, dan warga Desa yang sakit dilarang ikut 

bekerja di PKTD; dan 

6. jenis kegiatan Padat Karya Tonai Desa (PKTD) meliputi antara lain: 

a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan 

1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman 

pangan dan perkebunan; 

2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk 

penanaman sayuran dan lain-lain; dan 

3) penanaman tumpang sari tanaman pokok dilahan-lahan 

perkebunan. 

b. wisata Desa 

1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha 

milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; 

2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha 

milik Desa dan/ atau badan usaha milik Desa bersama; 

dan 



3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi 

lokasi wisata. 

c. perdagangan logistik pangan 

1) pemeliharaan bangunan pasar; 

2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik 

Desa bersama berperan sebagai aggregator untuk 

membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar 

yang lebihluas; 

3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik 

Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan 

pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan 

4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa 

dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada 

produksi yang menguntungkan di Desa 

d. perikanan 

1) pemasangan a tau perawatan karamba bersama; 

2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha 

milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; 

dan 

3) membersihkan Tempat Pelelangan lkan (TPI) dan tempat 

penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik 

Desa dan/ atau badan usaha milik Desa bersama. 

e. Petemakan 

1) membersihkan kandang temak milik badan usaha milik 

Desa dan/ atau badan usaha milik Desa bersama; 

2) penggemukan temak bersama dengan sistem bagi hasil 

yang dikelola badan usaha milik Desa dan/ atau badan 

usaha milik Desa bersama; dan 

3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan 

usaha milik Desa bersama dan petemak dalam 

pemanfaatan kotoran temak untuk pupuk organik. 

f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan 

1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa 

dan/ a tau badan usaha milik Desa bersama; 

2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik 

Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan 



3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar 

melalui dana Desa. 

D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa 

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian 

terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan 

pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan 

mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam yang mendukung 

SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas 

Penggunaan Dana Desa adalah sebagai beriku t: 

1 .  berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah 

yang ada di Desa dipilih program/kegiatan yang paling 

dibutuhkan masyarakat Desa dan yang paling besar 

kemanfaatannya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa 

dilarang untuk dibagi rata; 

2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih 

banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya 

Tonai Desa (PKTD); 

dilaksanakan secara 

kegiatan yang 

swakelola 

direncanakan harus 

dengan menggunakan 

3. program dan/ atau 

sumberdaya yang ada di Desa; 

4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan 

adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan 

5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola 

secara partisipatif, transparan dan akuntabel. 

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa harus merujuk kepada data 

masalah dan potensi Desa sebagaimana hasil pemutakhiran data berbasis 

SDGs Desa yang sudah dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Desa (SID). 

Dalam hal SID belum bisa dimanfaatkan secara optimal karena dalam 

proses transisi, maka dapat menggunakan data IDM yang dimiliki oleh 

Desa. 

E. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa 

Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 diprioritaskan untuk menjalankan 

ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem Keuangan 



untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi 

Undang-Undang, maka pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa 

dan/ atau tempat ibadah tidak diperbolehkan. 

F. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa 

1 .  Keterbukaan informasi pembangunan Desa 

Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa 

hal- hal sebagai berikut: 

a. data Desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan 

Desa; 

b. dokumen RPJMDesa; 

c. program/proyek masuk Desa; 

d. besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan 

pembangunan Desa; dan 

e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan 

ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi 

dan penanganan bencana alam dan nonalam yang 

mendukung SDGs Desa. 

2. Musyawarah dusun/kelompok 

a. warga Desa mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan 

Dana Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan 

oleh Desa melalui berbagai forum diskusi. 

b. tim penyusunan RPJMDesa atau tim penyusunan RKP Desa 

menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk 

mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa. 

c. masyarakat Desa merumuskan usulan program dan kegiatan 

yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan 

d. hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga 

dalam Musyawarah Desa. 

3. Musyawarah Desa 

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati 

dalam Musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal usulan 

Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam 

Musyawarah Desa. Berita acara Musyawarah Desa menjadi pedoman 

dalam penyusunan dokumen RPJMDesa, RKP Desa, dan APB Desa. 



PUBLIKASI DAN PELAPORAN 

A. Publikasi 

Prioritas Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah 

Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses 

masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan 

melibatkan peran serta masyarakat Desa. Sarana publikasi Prioritas 

Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui: 

1 .  baliho; 

2. papan informasi Desa; 

3. media elektronik; 

4. media cetak; 

5. media sosial; 

6. website Desa; 

7. selebaran (leaflet); 

8. pengeras suara di ruang publik; dan 

9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa. 

B. Pelaporan 

1 .  Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dikelola dengan 

mengggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi. 

2 .  Bagi Desa-Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak 

dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Desa secara online, 

dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara 

offline dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional 

PEMBINAAN 

A Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa 

dapat dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu 

menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 

B. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah 

kabupaten mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 

Tahun 2022 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan 

kepada Desa. 

- --------- 



C. Kepala Desa memberikan tanggapan dan informasi balik kepad. 

Pemerintah Daerah kabupaten, Pemerintah Daerah provinsi, dan 

Pemerintah Pusat. 

D. Masyarakat Desa berhak menyampaikan pengaduan kepada Pemerintah 

Daerah sebagai berikut: 
• 

1 .  Kepala Pemerintahan Kecamatan Se-Kepulauan Sula 

2. Inspektorat Daerah Kepulauan Sula 

3. Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Sula Melalui : 

Layanan SMS 081282979787, 081363770468 

WhatsApp · 081282979787, 081363770468 


